DPRD SETUJUI RAPERDA PERUBAHAN APBD JABAR
TA 2020 MENJADI PERDA

llustrasi dari http://fathcapital.com

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri Rapat Paripuna di Gedung DPRD
Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu 30 September 2020 malam WIB.

Dalam rapat tersebut, DPRD Jabar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020
menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sesuai rancangan, perubahan yang telah disetujui yakni APBD Jabar TA 2020 yang semula
Rp46.095.261.227.603 berkurang Rp2.787.100.819.100 menjadi Rp43.308.160.408.503.

Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jabar yang
telah menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD Jabar TA 2020.

“Saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran DPRD
Provinsi Jawa Barat yang telah bersungguh-sungguh melakukan pencermatan, penajaman, dan
penyempurnaan, sehingga pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat
diselesaikan sesuai ketentuan,” ucap Kang Emil

Menurutnya, penyusunan APBD TA 2020 merupakan wujud komitmen antara pihak eksekutif
dan legislatif untuk menunjukkan keseriusan dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jabar.

Hal itu bertujuan mendorong akselerasi penyelenggaraan dan kualitas Kinerja pemerintahan dan
pembangunan di Jabar.
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Rancangan perubahan APBD TA 2020 juga disusun dalam rangka menjaga kesinambungan
perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berdasarkan prioritas pembangunan serta
berkaitan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi global Covid-19 di Jabar.

“Dengan volume APBD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43,308 triliun
diharapkan dapat memenuhi Kkebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta meningkatkan
ekonomi dan sosial yang terdampak oleh pandemi Covid-19,” tutur Kang Emil

Penyusunan rancangan perubahan APBD TA 2020 ini disesuaikan dengan perkembangan dan
kemampuan keuangan daerah serta secara proses berdasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Provinsi Jabar Tahun 2019.

Dengan selesainya selurun pembahasan Raperda Perubahan APBD TA 2020 antara Badan
Anggaran DPRD dengan TAPD Jabar, serta telah ditandatanganinya persetujuan bersama terkait
Raperda tersebut, kemudian Raperda itu akan di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Republik Indonesia.

Dalam pidatonya, Kang Emil menambahkan, untuk meningkatkan hasil pembangunan yang lebih
berkualitas pada Perubahan APBD TA 2020 ini, perangkat daerah akan melakukan percepatan
pelaksanaan kegiatan dan percepatan proses tender dengan melakukan perencanaan paket tender
secara matang untuk menghindari kegagalan tender.

Sumber Berita:
www.pikiran-rakyat.com, DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD JabarTA 2020 Menjadi
erda, Kamis, 1 Oktober 2020, hal 3

Catatan:

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Pengertian (Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019)

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Perda

b. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kerja
perangkat daerah.
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Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum
daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

3. APBD (Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019)

a.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah
yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

APBD sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang
didasarkan pada RKPD.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Perda.

4. Penyusunan Rancangan APBD (Pasal 89 s.d. Pasal 91 PP Nomor 12 Tahun 2019)

a.

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD
dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pedoman penyusunan APBD dimaksud ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Rancangan KUA memuat:
1) kondisi ekonomi makro daerah;
2) asumsi penyusunan APBD,;
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3) kebijakan Pendapatan Daerah;

4) kebijakan Belanja Daerah;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
6) strategi pencapaian

d. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara
Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua
bulan Agustus.

e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman
bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan
rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan
PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda
tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS
yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah
dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penetapan APBD (Pasal 104 dan Pasal 105 PP Nomor 12 Tahun 2019)

a. Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1
(satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara
Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda
tentang APBD sebagaimana dimaksud diatas dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan
DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta
penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dimaksud berpedoman pada
RKPD, KUA, dan PPAS.
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6. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Pasal 106 s.d. Pasal 110 PP
Nomor 12 Tahun 2019)

a.

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
Berdasarkan persetujuan bersama dimaksud, Kepala Daerah menyiapkan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD.

DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang
APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat
menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu
60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala
Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD
paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Rancangan Perkada
tentang APBD dimaksud diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:

1) kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada
APBD; dan/atau
2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Rancangan Perkada dapat ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan
dari Menteri bagi Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
bagi Daerah kabupaten/ kota. Untuk memperoleh pengesahan dimaksud rancangan
Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada dimaksud, Kepala Daerah
menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.
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h. Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan
pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD
tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud diatas
dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. Dasar Perubahan APBD (Pasal 161 PP Nomor 12 Tahun 2019)

a. Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD dimaksud dapat dilakukan apabila
terjadi:

1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,
antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan;

4) keadaan darurat; dan/atau

5) keadaan luar biasa

8. Penyusunan Perubahan APBD (Pasal 169 PP Nomor 12 Tahun 2019)

a. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

b. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud
diatas dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

9. Penetapan Perubahan APBD (Pasal 177 sd Pasal 178 PP Nomor 12 Tahun 2019)

a. Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada
DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berkenaan.

b. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala
Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita - UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (2020) 6



c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan
RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

10. Persetujuan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD (Pasal 179 PP Nomor 12
Tahun 2019)

a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran
berkenaan berakhir.

b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud diatas tidak mengambil
keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan
APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD
tahun anggaran berkenaan.

c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum
semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.
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